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MOTTO :

“Setiap pilihan yang dibuat  pasti memiliki hasil akhir” (Zig Ziglar)1

1 http://77-kutipan-motivasi-dan-inspirasi-dalam.html
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RINGKASAN

Pemeriksaan  terhadap  sengketa  yang  dilakukan  oleh  lembaga  arbitrase 
berbeda dengan sidang pemeriksaan peradilan perdata yang terbuka untuk umum. 
Semua pemeriksaan terhadap sengketa melalui lembaga arbitrase harus dilakukan 
secara  tertutup.  Pemeriksaan tertutup  ini  berlanjut  sampai  pengucapan putusan 
dan larangan publikasi terhadap putusan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak 
yang  bersengketa.  Larangan  publikasi  putusan  ini  mengakibatkan  sulitnya 
mendapatkan  data  frekuensi  perkembangan  penggunaan  jasa  arbitrase  di 
Indonesia.  Perolehan  data  pengguna  jasa  arbitrase  ini  dapat  diketahui  dengan 
meminta  pendaftaran  putusan  arbitrase  di  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia 
(BANI)  atau  melalui  eksekusi  yang  diajukan  kepada  pengadilan  negeri  di 
Indonesia.  Pengaturan  mengenai  putusan arbitrase  hanya  terbatas  pada  isi  dan 
pendapat arbiter yang dituangkan dalam klausul putusan arbitrase dimana hakim 
hanya akan memberikan penetapan untuk pelaksanaan putusan arbitrase. Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian 
Sengketa  tidak  secara  pasti  menguraikan  bagaimana  pengadilan  negeri  dapat 
membatalkan atau menolak suatu putusan arbitrase yang sudah ditetapkan oleh 
arbiter. Pembatalan terhadap putusan arbitrase dimungkinkan dengan mengajukan 
pembatalan putusan oleh salah satu pihak dan dapat dilakukan setelah putusan 
tersebut di eksekusi. Upaya pengajuan pembatalan sudah diatur dalam berbagai 
peraturan, namun tidak semua mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase.

Arbitrase dilihat dari definisi Black’s Law Dictionary menentukan bahwa, 
arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan dengan orang ketiga yang dipilih 
oleh para pihak dalam sengketa yang setuju untuk mematuhi putusan arbiter yang 
dikeluarkan  setelah  mendengar  kedua  belah  pihak  yang  diberikan  kesempatan 
yang sama untuk didengar. Pengaturan untuk mendapat dan mematuhi keputusan 
orang yang dipilih dalam beberapa hal yang disengketakan, tidak membawa ke 
pengadilan  untuk  mendapat  keadilan,  dan  dimaksudkan  untuk  menghindari 
formalitas, penundaann, biaya dan usaha melalui jalur pengadilan umum.

Pembatalan  putusan  arbitrase  dapat  dilakukan  setelah  putusan  arbitrase 
tersebut berkekuatan hukum tetap dengan disahkan oleh ketua pengadilan negeri 
dimana arbitrase dilakukan, sedangkan untuk arbitrase internasional di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat. Unsur-unsur yang sering digunakan sebagai alasan terhadap 
pembatalan putusan arbitrase adalah surat atau dokumen yang dijatuhkan dalam 
pemeriksaan  setelah  putusan  dijatuhkan  adalah  palsu,  setelah  putusan  diambil 
ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak 
lawan atau putusan yang diambil  dari  hasil  tipu muslihat  yang dilakukan oleh 
salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Hal-hal yang demikian termasuk 
dalam unsur perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dimintakan pembatalan 
terhadap  putusan  arbitrase  kepada  ketua  pengadilan  negeri.  Bentuk  perbuatan 
melawan hukum juga sangat bermacam-macam. Perbuatan melawan hukum yang 
digunakan sebagai  fundamentum petendi gugatan adalah Nofeasance, merupakan 
tidak  berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan  oleh  hukum,  Misfeasance,  merupakan 
perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya 

13



atau merupakan perbuatan yang mempunyai hak melakukannya, dan Malfeasance, 
merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  padahal  pelakunya  tidak  berhak  untuk 
melakukannya.

Hendaknya perlu dikaji keseimbangan antara Undang-Undang Nomor 30 
Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dengan 
Konvensi New York 1958, agar penerapan arbitrase bisa diterapkan secara efektif 
dan sesuai dengan prinsip arbitrase yaitu final dan mengikat. Penafsiran terhadap 
fundamentum petendi  yang diajukan sebagai dasar gugatan hendaknya diberikan 
batasan. Sejauh mana penafsirsan atas perbuatan melawan hukum itu dijelaskan 
dalam penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
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